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ABSTRACT

Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 141
of 2017, Regional Boundary Affirmation Guidelines must meet juridical and technical
aspects with domestic regulations equipped with boundary maps, specific in the field
marked by the installation of boundary pillars and the identification of coordinates of
the position of boundary pillars. The construction of boundary pillars is intended to
be able to identify the coordinates of one regional boundary with another. This study
aims to analyze policy networks in the development of boundary pillars between
cities/regencies in South Sumatra Province. The theory used in this study consists of
actors, functions, structures, institutionalization, rules of action, power relations and
actor strategies The method used in this study is a type of qualitative research with
descriptive methods. The data required in this study consists of primary data and
secondary data. Data collection in this study consisted of interviews, observations and
documentation. The results of this study show several findings that have not fulfilled
the elements of aspects of the function of cooperation indicators in policy formation
and implementation, aspects of structure, indicators of network size and types of
membership, aspects of power relations, indicators of actor needs, aspects of actor
strategy, indicators of negotiation and socialization. This study recommends to the
Bureau of Government and Regional Autonomy of the Regional Secretariat of South
Sumatra Province and the Government Section of the City/Regency Regional
Secretariat, namely: (1) HR governance to increase resource needs and cooperation
among actors involved in policy networks in the development of boundary pillars
berween cities / regencies in South Sumatra Province, (2) A sense of responsibility to
increase the participation of engaged actors and (3) mediate with the community to
resolve conflicts in the development of boundary pillars between cities/regencies in
South Sumatra Province.

Keywords: Policy Networks, Boundary Pillar, Actors
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ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017,
Pedoman Penegasan Batas Daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis dengan
peraturan dalam negeri dilengkapi peta batas, spesifik di lapangan ditandai dengan
terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas. Pembangunan
pilar batas dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi koordinat batas daerah satu
dengan daerah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kebijakan
dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
Teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari aktor, fungsi, struktur,
pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan dan strategi aktor Metode yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi
dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan yang belum
memenuhi unsur aspek fungsi, aspek struktur, Aspek hubungan, aspek strategi aktor.
Penelitian ini merekomendasikan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota/Kabupaten yaitu: (1) tata kelola MSDM untuk meningkat kebutuhan
sumberdaya dan kerjasama diantara aktor terlibat jejaring kebijakan dalam
pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, (2) Rasa
tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi aktor terlibat serta (3) melakukan
mediasi dengan masyarakat untuk mengatasi konflik dalam pembangunan pilar batas
antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Jejaring kebijakan, Pilar batas, Aktor
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat laut
dan udara, serta ruang bawah tanah beserta isinya yang sangat bermanfaat bagi
kehidupan manusia sehingga harus disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara
keberlanjutan untuk kemakmuran rakyat. Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini
menjadi tanggungjawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang
darat, laut dan udara beserta isinya sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi
sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Pemanfaatan ruang dapat terlaksana dengan baik, apabila negara sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi bagi bangsa Indonesia wajib untuk menata penyediaan,
peruntukan, dan penggunaan bumi air dan ruang beserta isinya di wilayah Hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap kegiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dan
pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Pelaksanan pembangunan harus
mempunyai dasar hukum sebagai pijakannya dengan membentuk peraturan
perundang-undangan serta kegiatan pelaksanaan dan pengawasaan atau evaluasi, yang
semua merujuk pada dasar konstitusional agar mempunyai jaminan kepastian hukum
dan keadilan.

Usaha melaksanakan amanat Undang-undang dalam pembentukan daerah dan
dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administratif pemerintahan
daerah perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan

terkoordinasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
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Nomor 141 Tahun 2017, Pedoman Penegasan Batas Daerah harus memenuhi aspek
yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Dalam Negeri dilengkapi dengan
peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah
yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis
lainnya (sungai, jalan), spesifik di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas
darat/laut dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas darat/laut. Pembangunan
pilar batas dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi koordinat batas daerah satu
dengan daerah lainnya.

Koordinasi antar aktor diperlukan dalam penyelesaian pembangunan agar
pembangunan pilar batas berjalan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang
ditentukan. Kebijakan jaringan harus dikoordinasikan dengan semua instansi
pemerintah jika ingin diperbaiki. Pentingnya kolaborasi antar kementerian/lembaga
untuk dapat meningkatkan kapabilitas kinerja pemerintah dalam mengatasi tantangan
pembangunan pilar batas (Taufiqurochman, 2021).

Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara
aktor pemerintah, masyarakat, dan termasuk swasta (Warden, 1992). Jejaring
kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam pembangunan pilar batas daerah
provinsi sumatera selatan yaitu, Tim Penegasan Batas Daerah Pusat dibentuk oleh
Menteri Dalam Negeri, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur
serta Tim Penegasan Batas Daerah Kota/Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.

Jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan pembangunan pilar batas
kabupaten ini seharusnya mampu mengakomodir semua aktor yang terlibat, baik
tindakan ataupun interaksi yang dilakukan selama masih dalam tahap atau proses

pembangunan pilar batas kabupaten berlangsung, hubungan yang baik oleh para aktor
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kebijakan akan menghasilkan keluaran kebijakan yang baik pula, dengan catatan setiap
tindakan atau perilaku yang dilakukan sesuai dengan kadar ketentuan masing-masing,
agar hasil akhir yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri
(Sudirman et al, 2022).

Pada kenyataannya dalam pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi
Sumatera Selatan, jejaring kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah belum
optimal dalam peran dan tugas mereka masing-masing sebagai aktor dalam
pembangunan pilar batas Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut capaian
kinerja program pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera
Selatan pada tahun 2021 ditunjukkan pada grafik berikut;

Grafik 1. Jumlah pilar batas yang terpasang tahun 2021
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Sumber: LKJiP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021
Berdasarkan grafik 1 diketahui jumlah pilar batas yang terpasang ditargetkan 60
pilar namun hanya dapat direalisasikan sebanyak 5 pilar (8,33%). Beberapa hal yang
menyebabkan tidak terlaksananya pembuatan pilar batas tersebut Renstra (revisi 2021),

yaitu:
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Adanya penyesuaian anggaran sehingga tersisa 5 (lima) pilar batas.

Setelah adanya koordinasi secara lisan dengan Kementerian Dalam Negeri RI
bahwa mereka dalam suasana pandemi virus Covid-19 tidak bisa memfasilitasi
untuk pelaksanaan pemasangan pilar.

Selain adanya pandemi virus Covid-19 di Kementerian Dalam Negeri Rl Bersama
Tim Provinsi disibukkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021
tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau
Hak Atas Tanah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Karya
sehingga perhatian Kementerian Dalam Negeri RI tidak difokuskan untuk
pemasangan pilar melainkan untuk menyelesaikan segmen batas yang masih
tersisa di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) segmen,
Kementerian Dalam Negeri RI di Subdit Wilayah | Sumatera harus menyelesaikan
sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) segmen. bisa dilihat grafik diatas tidak mencapai

batas capaian kinerja yang ditentukan.

Grafik 2. Perbandingan Jumlah Pilar Batas yang Terpasang Tahun 2019 S.D
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Sumber: LKJiP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2021
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Grafik 2 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir (2019- 2021)
pemasangan pilar permanen atau pilar batas mengalami penurunan yang signifikan.
Pada tahun 2019 pilar batas ditargetkan sebanyak 60 pilar terealisasi sebanyak 20 (dua
puluh) pilar (33,33%) sedangkan pada tahun 2020 hanya terlaksana 10 pilar (16,67%)
karena adanya kebijakan pemerintah yang lebih diutamakan untuk dilaksanakan akibat
faktor covid. Pada Tahun 2021 pilar batas hanya terealisasi sebesar 5 pilar.
Diakibatkan tim Penegasan Batas Daerah pusat tidak bisa memfasilitasi karena adanya
kebijakan yang lebih di prioritaskan serta persoalan anggaran.

Permasalahan lain yang menyebabkan tertundanya pembangunan pilar batas
antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yakni adanya penolakan dari
masyarakat setempat mengenai penegasan batas daerah yang sebelumnya telah
ditetapkan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Salah satu contohnnya yaitu belum
terselesaikan konflik antar masyarakat Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin
Tegal Binangun mengenai permasalahan batas wilayah sehingga menyebabkan Tim
Penegasan Batas Daerah terpaksa menunda pembangunan pilar batas antar
Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Penetapan Batas Daerah antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Sumsel

Tahun 2013-2017

No. | Tahun Judul Peraturan Nomor Peraturan
1 2014 Batas Daerah Kabupaten Musi Permen No.13 TH
Rawas Dengan Kabupaten Musi 2014
Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan
2 2017 Batas Daerah Kabupaten Musi Permendagri
Rawas Dengan Kabupaten No.46 TH 2017

Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan
3 2017 Batas Daerah Kabupaten Musi Permendagri
Rawas Dengan Kabupaten Muara No.45 TH 2017
Enim Prowvinsi Sumatera Selatan
4 2017 Batas Daerah Kota Prabumulih Permendagri
Dengan Kabupaten Penukal Abab No.44 TH 2017
Lematang Ilir Provinsi Sumatera

Selatan
5 2017 Batas Daerah Kabupaten Permendagri
Banyuasin Dengan Kabupaten No.43 TH 2017

Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: RPIMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-202
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Tabel 2. Penetapan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumsel

Tahun 2018-2022

No. Tahun Judul Nomor Peraturan

1. 2018 Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Permendagri No.31 TH
Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan 2018

2. 2019 Batas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Permendagri No. 63 TH
Ilir dengan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 2019
Selatan

3. 2019 Batas Daerah Kabupaten Muaraenim dengan | Permendagri No. 65 TH
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera | 2019
Selatan

4. 2019 Batas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Permendagri No. 67 TH
Ilir dengan Kabupaten Muaraenim Provinsi 2019
Sumatera Selatan

5. 2019 Batas Daerah Kabupaten Musirawas dengan Kota | Permendagri No. 69 TH
Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan 2019

6. 2019 Batas Daerah Kabupaten Muaraenim dengan | Permendagri No. 111 TH
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 2019

7. 2021 Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan | Permendagri No. 29 TH
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan 2021

7. 2021 Batas Daerah Kota Paembang dengan Kabupaten Permendagri No. 31 TH
Ogan llir Provinsi Sumatera Selatan 2021

8. 2021 Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan | Permendagri No. 39 TH
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 2021

9. 2022 Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan | Permendagri No. 64 TH
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 2022

10. 2022 Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan | Permendagri No. 95 TH
Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan 2022

11. 2022 Batas Daerah Kota Pagaralam dengan Kabupaten Permendagri No. 111 TH
Lahat Provinsi Sumatera Selatan 2022

12. 2022 Batas Daerah Kota Kabupaten Ogan Ilir dengan Permendagri No. 114 TH
Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera 2022
Selatan

13. 2022 Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan | Permendagri No. 115 TH
Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan 2022

14 2022 Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Permendagri No. 117 TH
dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera 2022
Selatan

15. 2022 Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan | Permendagri No. 121 TH
Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera | 2022
Selatan

16. 2022 Batas Daerah Kabupaten Lahat dengan Kabupaten | Permendagri No. 124 TH
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan 2022

17. 2022 Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Permendagri No. 127 TH
dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 2022
Provinsi Sumatera Selatan

18. 2022 Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Permendagri No 130 TH
dengan Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera | 2022
Selatan

19. 2022 Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota | Permendagri No. 134 TH
Palembang Provinsi Sumatera Selatan 2022

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri 2018-2023
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Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa sebanyak 5 batas daerah antar kabupaten/kota
di dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan kurun waktu 2013-2017 sudah
diselesaikan serta Tahun 2018-2019 terdapat 19 batas daerah antar Kota/Kabupaten
yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan penetapan batas daerah.

Jejaring kebijakan memegang peranan penting didalam keberhasilan
pembangunan pilar batas antar kabupaten. Jejaring kebijakan mencakup beberapa
aspek vyaitu aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan
kekuasaan, strategi aktor. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait
jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi
Sumatera Selatan maka perlu dilakukan penelitian dengan judul analisis jejaring
kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera
Selatan.

Studi mengenai teori jaringan kebijakan sudah banyak dilakukan seperti
penelitian (Taufiqgurochman, 2021), (Fadilah et al., 2021) (Sudirman et al., 2022),
(Sanjaya et al., 2022), (Yuliani et al., 2022). Selanjutnya penelitian studi mengenai
batas daerah yang dilakukan pada penelitian (Winaryo, 2019), (Yuwanto et al., 2019)
(Handrian, 2020), (Kenca, 2021), serta (Wijoyo et al., 2021). Namun penelitian ini
berusaha untuk menjelaskan perkembangan pendekatan teori jaringan kebijakan yang
dikemukakan oleh Wardeen (1992) untuk menganalisis jejaring kebijakan dalam
pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Teori
Wardeen mencakup 7 aspek yaitu; (1) aktor merupakan proses yang berkaitan dengan
jumlah orang yang terlibat, (2) fungsi merupakan proses penentuan dalam
pengambilan keputusan dengan adanya pertukaran informasi dan sumberdaya serta

kerjasama yang dilakukan antar aktor. (3) struktur merupakan proses dalam melihat
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pola hubungan antar aktor terlibat, (4) pelembagaan merupakan suatu proses dalam
melihat bentuk struktural jejaring, (5) aturan bertindak merupakan proses ketika
jaringan dibentuk oleh antar aktor terlibat, (6) hubungan kekuasaan merupakan proses
pengamatan pembagian kekuasaan berwujud fungsi distribusi sumber daya dan
kebutuhan diantara aktor-aktor dan struktur-struktur organisasi, (7) strategi aktor
merupakan proses saat aktor menggunakan jaringan sebagai strategi untuk
menyelesaikan permasalahan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan judul penelitian “Analisis Jejaring
Kebijakan Dalam Pembangunan Pilar Batas Antar Kota/Kabupaten di Provinsi

Sumatera Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu bagaimana jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas antar

Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian
1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui,
mengidentifikasi dan menganalisis jejaring kebijakan dalam pembangunan pilar batas

antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan ilmu
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Administrasi Publik, khususnya terkait analisis jejaring kebijakan serta sebagai
referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai analisis jejaring kebijakan dalam
pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan
sebagai bahan evaluasi serta referensi bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera
Selatan dalam penanganan kasus pembangunan pilar batas antar Kabupaten di Provinsi

Sumatera Selatan.
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